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The employee development and promotion system does not just involve internal
bureaucratic affairs, but also has a significant impact on public services provided by
the state. In other words, the quality of the employee development and promotion
process will be reflected in the quality of services provided to society in general. This
research aims to analyze the reform of the employee development and promotion
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Promotion; approach allows researchers to understand phenomena in depth through collecting

Employees. non-numerical data such as words, images, or objects. The results of the research that
the author obtained are that reform of the employee development and promotion
system is an important foundation in efforts to improve the bureaucracy to become
more professional, efficient and responsive to community needs. In addition, this
reform also has the potential to increase public trust in the government, because
transparent selection and promotion processes can help build the legitimacy of public
institutions.
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Sistem pembinaan dan promosi pegawai bukan hanya sekadar menyangkut urusan
internal birokrasi, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pelayanan
publik yang disediakan oleh negara. Dengan kata lain, kualitas dari proses pembinaan
dan promosi pegawai akan tercermin dalam kualitas layanan yang diberikan kepada
masyarakat secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformasi dari
sistem pembinaan dan promosi pegawai dalam rangka kenaikan jabatan. Metode
penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif
dan studi literatur. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami
fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data non-angka seperti kata-kata,
gambar, atau objek. Hasil penelitian yang penulis dapat adalah Reformasi sistem
pembinaan dan promosi pegawai merupakan fondasi penting dalam upaya
memperbaiki birokrasi menjadi lebih profesional, efisien, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Selain itu, reformasi ini juga memiliki potensi untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena proses seleksi
dan promosi yang transparan dapat membantu membangun legitimasi institusi publik.

I. PENDAHULUAN

Pembaharuan sistem pembinaan dan promosi
pegawai adalah sebuah langkah penting dalam
upaya mewujudkan reformasi administrasi
publik yang lebih efektif dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Hal ini karena sistem
pembinaan dan promosi pegawai bukan hanya
sekadar menyangkut urusan internal birokrasi,
tetapi juga memiliki dampak yang signifikan
terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh
negara. Dengan kata lain, kualitas dari proses
pembinaan dan promosi pegawai akan tercermin
dalam kualitas layanan yang diberikan kepada
masyarakat secara umum. Oleh karena itu,
pembaruan dalam sistem ini merupakan suatu
kebutuhan yang mendesak untuk memperbaiki
kinerja dan responsibilitas pemerintah dalam

memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat
terhadap pelayanan publik yang berkualitas
(Isnaini & Affiani, 2019).

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa
reformasi dalam sistem pembinaan dan promosi
pegawai tidak hanya mempengaruhi aspek
eksternal seperti pelayanan publik, tetapi juga
memberikan dampak yang signifikan terhadap
proses pengambilan keputusan di dalam
pemerintahan. Kualitas dari pegawai yang
menjabat dalam berbagai posisi pengambilan
keputusan akan sangat mempengaruhi kebijakan
yang dihasilkan serta efektivitas implementasi-
nya. Oleh karena itu, perubahan dalam sistem
pembinaan dan promosi pegawai tidak hanya
berdampak pada level operasional, tetapi juga
memiliki implikasi strategis dalam upaya
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membangun tata kelola pemerintahan yang lebih
baik dan responsif terhadap dinamika sosial dan
ekonomi yang terus berubah.

Pentingnya pembaharuan sistem pembinaan
dan promosi pegawai tidak dapat dilebih-
lebihkan.  Perubahan ini  memungkinkan
pemerintah untuk memperbaiki proses seleksi,
penilaian, dan promosi pegawai, yang pada
gilirannya akan berdampak positif pada kualitas
kinerja dan profesionalisme birokrasi. Selain itu,
hal ini akan memperkuat legitimasi pemerintah
di mata masyarakat, karena pelayanan yang lebih
baik dapat dihasilkan melalui pegawai yang
terpilih dan dipromosikan berdasarkan kriteria
yang lebih obyektif dan transparan (Sari et al,,
2023). Ketika membahas reformasi dalam pem-
binaan dan promosi pegawai, perlu diperhatikan
bahwa dampaknya tidak hanya terasa dalam
lingkup internal pemerintahan, tetapi juga
memengaruhi hubungan antara pemerintah dan
masyarakat. Melalui sistem yang lebih adil dan
transparan, pemerintah dapat memperoleh
kepercayaan masyarakat serta meningkatkan
partisipasi publik dalam proses pembuatan
kebijakan. Oleh karena itu, pembaruan dalam
sistem ini dapat dianggap sebagai langkah
menuju pemerintahan yang lebih responsif dan
akuntabel (Anggorowati, 2018).

Dalam mengkaji langkah-langkah terbaru
dalam reformasi sistem pembinaan dan promosi
pegawai, penting untuk dapat mengidentifikasi
tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaannya. Dengan memahami faktor-
faktor ini, pemerintah dapat mengambil langkah-
langkah yang tepat untuk mengatasi masalah
yang muncul selama proses reformasi. Selain itu,
evaluasi terus-menerus terhadap implementasi
reformasi juga diperlukan untuk memastikan
bahwa tujuan dari perubahan tersebut dapat
tercapai secara efektif. Pembinaan pegawai
secara efektif membutuhkan perencanaan
kebutuhan pegawai yang matang. Formasi
pegawai harus ditetapkan secara matang,
terencana dan sesuai dengan kebutuhan rill di
lapangan. Evaluasi dilakukan setiap tahun
melalui pelatihan maupun pengawasan terhadap
kebutuhan dan efektivitas pelaksanaan kerja
pegawai pemerintah. Kesempatan untuk maju di
dalam organisasi sering disebut sebagai promosi
(naik  pangkat). Suatu promosi berarti
perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain
yang mempunyai status dan tanggung jawab
yang lebih tinggi. Biasanya perpindahan ke
jabatan yang lebih tinggi disertai dengan
peningkatan gaji/upah dan hak-hak lainnya.

Walaupun demikian ada promosi yang tidak
disertai dengan peningkatan gaji, yang disebut
sebagai promosi "kering”. Promosi dibedakan
dengan transfer, karena transfer hanya
menyangkut kepindahan jabatan ke jabatan yang
sama dalam arti status, tanggung jawab dan gaji.

Promosi adalah perpindahan yang memper-
besar authority karyawan ke jabatan yang lebih
tinggi di dalam satu organisasi sehingga
kewajiban, hak, status dan penghasilannya
semakin besar. Promosi memberikan peranan
penting bagi karyawan bahkan hampir menjadi
idaman setiap karyawan (Haitao, 2021). Adanya
kesempatan untuk dipromosikan juga akan
mendorong penarikan (recruiting), pelamar
semakin banyak memasukkan lamarannya yang
pada gilirannya juga berdampak pada pengadaan
(procurement) relatif lebih mudah. Sebaliknya
bila promosi jarang dilakukan maka semangat
kerja, disiplin kerja dan prestasi kerja karyawan
akan menurun, yang kesemuanya itu berdampak
pada recruitmen dan procurement karyawan
(Gunawan, 2021).

Keberhasilan reformasi dalam  sistem
pembinaan dan promosi pegawai juga sangat
tergantung pada komitmen pemerintah untuk
menerapkan prinsip-prinsip meritokrasi dan
transparansi dalam pengelolaan sumber daya
manusia. Hal ini memerlukan dukungan dan
partisipasi aktif dari semua pihak terkait, baik

dari internal pemerintahan maupun dari
masyarakat. Dengan demikian, implementasi
reformasi harus didukung oleh strategi

komunikasi dan sosialisasi yang efektif untuk
memastikan pemahaman dan dukungan yang
luas terhadap perubahan yang dilakukan.
Selanjutnya, penting juga untuk memperhatikan
aspek budaya organisasi dalam proses reformasi.
Perubahan dalam sistem pembinaan dan
promosi pegawai sering kali membutuhkan
perubahan dalam nilai-nilai dan norma-norma
yang berlaku dalam birokrasi. Oleh karena itu,
pemerintah perlu memperhatikan upaya-upaya
untuk dapat memperkuat budaya kerja yang
mendukung prinsip-prinsip meritokrasi dan
kinerja yang tinggi, serta menghilangkan praktik-
praktik yang tidak sejalan dengan tujuan
reformasi.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan dilakukan adalah
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif
dan studi literatur. Pendekatan kualitatif me-
mungkinkan peneliti untuk memahami fenomena
secara mendalam melalui pengumpulan data
non-angka seperti kata-kata, gambar, atau objek.
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Metode deskriptif akan digunakan untuk
menggambarkan secara detail karakteristik,
kejadian, atau pola yang diamati dalam konteks
penelitian. Studi literatur akan dilakukan untuk
mengumpulkan informasi dari sumber-sumber
yang telah ada, seperti jurnal, buku, dan artikel,
guna mendapatkan pemahaman yang lebih luas
tentang topik yang diteliti. Dengan kombinasi
pendekatan kualitatif, metode deskriptif, dan
studi literatur, penelitian ini akan memberikan
pemahaman yang komprehensif terhadap
fenomena yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Reformasi Dalam Sistem
Pembinaan Dan Promosi Pegawai

Implementasi reformasi dalam sistem
pembinaan dan promosi pegawai menjadi
landasan penting dalam meningkatkan
transparansi dan objektivitas dalam penilaian
serta seleksi kinerja pegawai. Langkah-
langkah reformasi tersebut bertujuan untuk
menciptakan lingkungan yang lebih terbuka
dan adil bagi para pegawai dalam mencapai
kemajuan karir mereka. Dengan memiliki
kriteria yang jelas dan terukur, pemerintah
dapat menilai kualifikasi serta kinerja pegawai
secara lebih akurat dan obyektif. Dalam sistem
yang transparan, informasi terkait seleksi dan
penilaian kinerja pegawai menjadi lebih
mudah diakses oleh semua pihak yang
terlibat, termasuk pegawai itu sendiri dan
masyarakat umum. Dengan demikian, proses
pembinaan dan promosi pegawai menjadi
lebih dapat dipertanggungjawabkan dan adil,
mengurangi  risiko  terjadinya  praktik
nepotisme dan kolusi yang merugikan.

Selain itu, kejelasan kriteria dalam sistem
pembinaan dan promosi pegawai juga
membantu dalam menetapkan standar kinerja
yang tinggi bagi para pegawai. Dengan
mengetahui dengan pasti apa yang diharapkan
dari mereka dalam mencapai promosi atau
kenaikan pangkat, pegawai akan termotivasi
untuk terus meningkatkan kualitas dan
produktivitas kerja mereka. Hal ini mencipta-
kan lingkungan kerja yang kompetitif namun
fair, di mana setiap pegawai memiliki
kesempatan yang sama untuk meningkatkan
karirnya berdasarkan prestasi yang telah
dicapai. Dalam jangka panjang, hal ini akan
berdampak positif pada efektivitas dan
efisiensi organisasi secara keseluruhan.

Selanjutnya, transparansi dalam proses
seleksi dan penilaian kinerja pegawai juga

memperkuat kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah. Dengan menyaksikan
bahwa pegawai dipromosikan atau diberi
penghargaan berdasarkan prestasi yang
sesungguhnya, masyarakat akan merasa yakin
bahwa pelayanan publik disediakan oleh
individu yang berkualitas dan berkinerja
tinggi. Hal ini akan meningkatkan legitimasi
pemerintah dalam mata masyarakat, serta
memperkuat hubungan antara pemerintah
dan rakyat. Dengan kata lain, transparansi
dalam sistem pembinaan dan promosi
pegawai bukan hanya menyangkut kepenti-
ngan internal pemerintah, tetapi juga
merupakan aspek penting dalam membangun
kepercayaan dan dukungan masyarakat
terhadap lembaga-lembaga pemerintahan.

Namun, implementasi reformasi ini tidak-
lah tanpa tantangan. Salah satu tantangan
utama adalah mengubah budaya organisasi
yang mungkin telah terbiasa dengan praktik-
praktik yang kurang transparan dan objektif.
Perubahan budaya ini memerlukan waktu dan
upaya yang cukup besar, serta komitmen yang
kuat dari semua pihak terkait. Selain itu, perlu
juga disertakan pendekatan yang inklusif
dalam proses reformasi, mengakomodasi
kebutuhan dan juga aspirasi dari berbagai
kelompok yang ada dalam organisasi.

Dengan demikian, implementasi reformasi
dalam sistem pembinaan dan promosi
pegawai tidak hanya berdampak pada
efektivitas dan efisiensi internal organisasi,
tetapi juga memiliki implikasi yang luas bagi
hubungan antara pemerintah dan masyarakat
serta dalam memperkuat prinsip-prinsip good
governance. Oleh karena itu, langkah-langkah
yang diambil dalam reformasi ini haruslah
dipertimbangkan secara matang dan diterap-
kan dengan teliti, sehingga dapat memberikan
manfaat yang maksimal bagi semua pihak
yang terlibat.

. Tantangan Utama Yang Dihadapi Dalam

Menerapkan Reformasi Sistem Pembinaan
Dan Promosi Pegawai

Tantangan utama dalam menerapkan
reformasi sistem pembinaan dan promosi
pegawai mencakup resistensi dari pihak-pihak
yang terbiasa dengan sistem lama yang
kurang transparan. Para pihak yang telah
terakar dalam praktik-praktik yang tidak
transparan mungkin merasa tidak nyaman
dengan perubahan menuju sistem yang lebih
terbuka dan meritokratis. Mereka mungkin
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merasa terancam oleh proses seleksi dan
promosi yang lebih adil karena hal ini bisa
mengubah dinamika kekuasaan yang sudah
ada sebelumnya. Oleh karena itu, perlu
dilakukan upaya yang kuat untuk memper-
jelas tujuan dan manfaat dari reformasi ini
kepada pihak-pihak yang merasa terdampak,
serta membangun kepercayaan bahwa
perubahan tersebut akan menghasilkan
sistem yang lebih baik bagi semua pihak.

Selain resistensi internal, tantangan lain
yang dihadapi adalah kurangnya ketersediaan
sumber daya dan infrastruktur yang
diperlukan untuk mendukung implementasi
reformasi. Pembinaan dan promosi pegawai
yang adil dan transparan memerlukan sistem
informasi yang kuat, prosedur yang jelas, dan
pendukung administratif yang memadai.
Namun, dalam banyak kasus, organisasi
mungkin tidak memiliki infrastruktur yang
memadai atau sumber daya manusia yang
terlatih untuk mengelola sistem baru ini. Oleh
karena itu, penting untuk melakukan investasi
dalam pembangunan kapasitas dan infra-
struktur yang diperlukan untuk mendukung
sistem baru ini.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini,
diperlukan komunikasi yang efektif dan
membangun kesadaran serta partisipasi dari
seluruh stakeholder terkait. Komunikasi yang
terbuka dan jelas akan membantu meng-
hilangkan ketidakpastian dan kekhawatiran
yang mungkin timbul di kalangan pegawai dan
manajemen. Selain itu, melibatkan seluruh
pihak terkait dalam proses perencanaan dan
implementasi reformasi akan meningkatkan
rasa memiliki dan komitmen terhadap
perubahan yang diusulkan. Selanjutnya, perlu
juga dilakukan upaya untuk memastikan
bahwa semua pihak memiliki pemahaman
yang sama tentang tujuan dan manfaat dari
reformasi ini. Dengan membangun kesadaran
tentang pentingnya transparansi, meritokrasi,
dan profesionalisme dalam pembinaan dan
promosi pegawai, dapat menciptakan ling-
kungan yang mendukung bagi implementasi
reformasi. Selain itu, memperkuat kapasitas
pegawai dalam mengelola sistem baru ini
melalui pelatihan dan pengembangan juga
akan meningkatkan kesuksesan reformasi.

Terakhir, penting untuk mengenali bahwa
proses reformasi tidak akan berjalan mulus
dan akan menghadapi tantangan dan
rintangan di sepanjang jalan. Oleh karena itu,
perlu adanya fleksibilitas dan keterbukaan

untuk menyesuaikan rencana dan strategi
sesuai dengan kondisi yang berkembang.
Dengan mempelajari dari pengalaman dan
melakukan perbaikan berkelanjutan,
pemerintah dan organisasi dapat mengatasi
tantangan-tantangan yang muncul dalam
menerapkan reformasi sistem pembinaan dan
promosi pegawai dengan lebih efektif dan
efisien.

. Dampak Dari Reformasi Sistem Pembinaan

Dan Promosi Pegawai

Dampak dari reformasi sistem pembinaan
dan promosi pegawai memiliki dimensi yang
sangat luas dan penting bagi kualitas
pelayanan publik dan kinerja birokrasi secara
menyeluruh. Ketika sistem tersebut
diperbarui dan disesuaikan dengan prinsip
meritokrasi serta kinerja yang tinggi,
pemerintah memiliki kemampuan yang lebih
baik untuk menyediakan pelayanan yang
berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Kriteria meritokrasi memastikan
bahwa pegawai dipilih dan dipromosikan
berdasarkan prestasi, kompetensi, dan
dedikasi mereka, bukan hanya karena faktor-
faktor subjektif seperti hubungan atau
kedekatan personal. Dengan demikian,
pelibatan pegawai yang lebih berkualitas
secara inheren akan meningkatkan efektivitas
dan efisiensi layanan yang diberikan kepada
masyarakat, menciptakan lingkungan yang
lebih baik untuk pertumbuhan dan juga
pembangunan.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan
publik, reformasi dalam sistem pembinaan
dan promosi pegawai juga mendorong
peningkatan motivasi dan kinerja pegawai
secara keseluruhan. Ketika pegawai merasa
bahwa promosi dan penghargaan diberikan
berdasarkan kinerja yang nyata dan
kontribusi yang signifikan, mereka cenderung
lebih termotivasi untuk berprestasi dan
memberikan yang terbaik dalam pekerjaan
mereka. Hal ini menciptakan lingkungan kerja
yang lebih dinamis dan produktif di dalam
birokrasi, yang pada gilirannya akan
berdampak positif pada kualitas layanan yang
disediakan. Dengan memiliki pegawai yang
termotivasi dan berkinerja tinggi, pemerintah
dapat menghadapi tantangan-tantangan yang
kompleks dengan lebih baik dan menyele-
saikan masalah dengan lebih efektif.

Reformasi dalam sistem pembinaan dan
promosi pegawai juga memiliki efek penting
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dalam memperkuat legitimasi pemerintah di
mata masyarakat. Ketika proses seleksi dan
promosi pegawai dilakukan secara terbuka,
adil, dan transparan, hal ini membantu
membangun kepercayaan dan keyakinan
masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa
kebijakan-kebijakan = yang dibuat oleh
pemerintah didasarkan pada pertimbangan
yang obyektif dan profesional, bukan pada
kepentingan politik atau personal tertentu.
Dengan demikian, reformasi dalam sistem
pembinaan dan promosi pegawai tidak hanya
memperbaiki kinerja birokrasi, tetapi juga
memperkuat hubungan antara pemerintah
dan masyarakat.

Namun, untuk mencapai dampak-dampak
positif ini, implementasi reformasi harus
dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Proses
transformasi ini seringkali membutuhkan
waktu yang cukup lama dan menghadapi
resistensi dari berbagai pihak yang terbiasa
dengan sistem lama. Oleh karena itu,
pemerintah perlu memperhatikan upaya
komunikasi dan sosialisasi yang efektif, serta
memastikan bahwa semua stakeholder
terlibat dalam proses perubahan. Selain itu,
perlu juga ada investasi yang cukup dalam
pembangunan kapasitas pegawai serta
infrastruktur ~ yang  diperlukan  untuk
mendukung implementasi reformasi.

Di samping itu, evaluasi terus-menerus
terhadap implementasi reformasi juga sangat
penting. Dengan melakukan pemantauan dan
evaluasi yang sistematis, pemerintah dapat
mengidentifikasi kelemahan dan masalah
yang muncul selama proses perubahan, dan
mengambil langkah-langkah perbaikan yang
diperlukan. Hal ini memastikan bahwa
reformasi dalam sistem pembinaan dan
promosi pegawai dapat mencapai dampak
yang diinginkan dan memberikan manfaat
maksimal bagi pelayanan publik dan kinerja
birokrasi secara keseluruhan.

SIMPULAN DAN SARAN

. Simpulan

Reformasi sistem pembinaan dan promosi
pegawai merupakan fondasi penting dalam
upaya memperbaiki birokrasi menjadi lebih
profesional, efisien, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Dengan menegakkan
prinsip-prinsip meritokrasi dan transparansi
dalam seleksi serta promosi pegawai,
pemerintah dapat menciptakan lingkungan

kerja yang mendukung pengembangan karir
dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui sistem yang adil dan terbuka, pegawai
akan merasa termotivasi untuk memberikan
yang terbaik dalam tugas mereka, sehingga
meningkatkan efektivitas dan efisiensi
layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, reformasi ini juga memiliki
potensi untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah, Kkarena
proses seleksi dan promosi yang transparan
dapat membantu membangun legitimasi
institusi publik. Dengan demikian, reformasi
sistem pembinaan dan promosi pegawai
bukan hanya sekadar langkah administratif,
tetapi juga merupakan investasi strategis
dalam  memperbaiki hubungan antara
pemerintah dan masyarakat. Diharapkan
bahwa melalui kesinambungan dalam imple-
mentasi reformasi ini, akan tercipta birokrasi
yang lebih tangguh dan responsif, yang pada
gilirannya akan memberikan manfaat yang
signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan.

. Saran

Untuk memastikan keberhasilan jangka
panjang dari reformasi sistem pembinaan dan
promosi pegawai, diperlukan upaya yang
berkelanjutan dalam pemantauan dan
evaluasi implementasi. Hal ini bertujuan
untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip
meritokrasi dan transparansi tetap menjadi
pijakan utama dalam pengelolaan sumber
daya manusia dalam birokrasi. Melalui
pemantauan yang terus-menerus, pemerintah
dapat mengidentifikasi potensi permasalahan
atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip
tersebut, dan mengambil tindakan korektif
yang diperlukan sebelum menjadi masalah
yang lebih besar. Evaluasi juga membantu
dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan
yang telah diterapkan serta mengidentifikasi
area di mana perbaikan lebih lanjut
diperlukan untuk mencapai tujuan reformasi
secara lebih baik.

Selain itu, upaya sosialisasi yang lebih luas
kepada seluruh stakeholders juga menjadi
kunci penting dalam memperkuat dukungan
dan pemahaman terhadap reformasi ini.
Dengan menyampaikan secara jelas dan
terbuka tentang tujuan, manfaat, dan
pentingnya reformasi ini dalam meningkatkan
kualitas layanan publik, pemerintah dapat
memperoleh dukungan yang lebih luas dari
berbagai pihak. Hal ini termasuk pegawai

http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id

4369



JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (eISSN: 2614-8854)
Volume 7, Nomor 5, Mei 2024 (4365-4370)

pemerintah, organisasi masyarakat, dan
pemangku kepentingan lainnya yang berperan
dalam proses penyelenggaraan pelayanan
publik. Dengan adanya pemahaman yang lebih
baik tentang reformasi ini, diharapkan akan
tercipta sinergi yang lebih besar dalam
mewujudkan perubahan positif dalam birok-
rasi dan meningkatkan kualitas pelayanan
publik secara keseluruhan.
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